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ABSTRAK

Peraturan terkait notaris tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014
tentang jabatan notaris. Dalam menjalankan seluruh jabatannya maka notaris
harus berpegang pada undang-undang jabatan notaris. Mengingat risiko dan
tanggung jawab seorang notaris sangat besar dalam membuat sebuah produk
hukum yaitu berupa akta maka seorang notaris wajib dilindungi jabatannya.
Dalam Pasal 66 UUJN, ketika notaris dihadapkan dengan sengketa maka notaris
harus berhadapan juga dgn penegak hukum. Jabatan notaris harus diberikan
perlindungan hukum oleh MKN ketika dihadapkan dengan sengketa diproses
peradilan. MKN merupakan badan yang mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban untuk memberikan persetujuan
atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, pengambilan
fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksanaan
yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan
notaris.

Pasal 66 ayat 3, menyebutkan bahwa MKN memiliki waktu 30 hari untuk
memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dari
penegak hukum. Namun dalam ayat 4 menyebutkan bahwa, jika MKN tidak
memberikan jawaban atas pemanggilan tersebut maka MKN dianggp menerima
permintaan persetujuan pemanggilan tersebut. Maka terjadilah fiktif positif yang
berarti apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan
Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan telah lewat,
maka secara hukum dianggap telah menerbitkan Keputusan bersifat mengabulkan
permohonan.

Kemudian terdapat contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVII1/2020, Putusan tersebut memberikan ruang agar penegak hukum dalam hal
ini penyidik dan penegak hukum dapat langsung memeriksa notaris apabila
Majelis Kehormatan Notaris tidak merespon selama 30 (tiga puluh) hari, yaitu
surat persetujuan pemeriksaan notaris yang ditujukan kepada Majelis
Kehormatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang
Jabatan Notaris. Pada dasarnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 pasal 21 ayat 4 pemeriksaan notaris hanya
membutuhkan waktu selama 5 (lima) hari.Tentu dengan ditambahnya putusan mk
tersebut menimbulkan kekahawatiran besar terhadap perlindungan kerahasiaan
jabatan notaris atas produk hukum yang telah dibuat.

Kata Kunci : Pasal 66 UUJN, Perlindungan Hukum, Penegak Hukum
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ABSTRACT

Regulations related to notaries are stated in Law Number 2 of 2014 concerning
the position of notaries. In carrying out all of his/her positions, notaries must
adhere to the law on the position of notaries. Given the risks and responsibilities
of a notary are very large in making a legal product in the form of a deed, a
notary must be protected by his/her position.

In Article 66 of the UUJN, when a notary is faced with a dispute, the notary must
also face law enforcement. The position of notary must be given legal protection
by the MKN when faced with a dispute being processed in court. The MKN is an
agency that has the authority to carry out notary guidance and the obligation to
provide approval or rejection for the purposes of investigation and the judicial
process, taking photocopies of minutes of deeds and summoning notaries to
attend examinations related to deeds or notary protocols that are in the notary's
storage.

Article 66 paragraph 3, states that the MKN has 30 days to provide an answer to
accept or reject a request for approval from law enforcement. However, in
paragraph 4 it is stated that if the MKN does not provide an answer to the
summons, then the MKN is considered to have received the request for approval
of the summons. So there is a positive fictitious which means that if the state
administrative body or official does not issue the requested Decision, while the
specified time period has passed, then legally it is considered to have issued a
Decision in the form of granting the request. Then there is an example of the
Constitutional Court Decision Number 16 / PUU-XVIII / 2020, the Decision
provides space for law enforcers in this case investigators and law enforcers to
directly examine notaries if the Notary Honorary Council does not respond for
30 (thirty) days, namely a letter of approval for the notary examination addressed
to the Notary Honorary Council as stated in Article 66 paragraph 4 of the Notary
Law. Basically, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights
Number 7 of 2016, Article 21 paragraph 4, the examination of notaries only takes
5 (five) days. Of course, with the addition of the Constitutional Court decision, it
raises great concerns about the protection of the confidentiality of the notary's
position for the legal products that have been made.

Keywords : Article 66 UUJN, Legal Protection, Law Enforcement
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